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ABSTRAK 
 

Nama  : Ilmi Sapriandi 

NIM  : 190101063 

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga 

Judul  : Praktik Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Tentang 

Kesadaran Hukum Masyarakat di Kecamatan Pegasing, 

Kabupaten Aceh Tengah) 

Tanggal Sidang  :  

Tebal Skripsi  : 62 Halaman 

Pembimbing I : Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.H.I. 

Pembimbing II : Gamal Akhyar, Lc., M.Sh. 

Kata Kunci  : Perkawinan, Perkawinan di Bawah Tangan, (Studi Tentang 

Kesadaran Hukum Masyarakat di Kecamatan Pegasing, 

Kabupaten Aceh Tengah) 

 

Dalam UU No 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa setiap perkawinan 

harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan 

yang tidak di catatkan disebut dengan perkawinan di bawah tangan. Perkawinan 

di bawah tangan adalah perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi 

syarat dan prosedur peraturan perundangan yang berlaku sehingga tidak memiliki 

kekuatan administrasi negara. Praktik perkawinan di bawah tangan masih terjadi 

di Kecamatan Pegasing sejumlah 5 kasus dalam jangka waktu 4 tahun yaitu pada 

tahun 2020 sampai 2024. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah 

bagaimana praktik perkawinan di bawah tangan yang terjadi di Kecamatan 

Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah dan bagaimana kesadaran hukum 

masyarakat di Kecamatan  Pegasing terhadap pencatatan perkawinan. Penelitian 

ini menggunakan metode kualitatif, dengan mewawancarai reje, imem dan 

aparatur lainnya serta 5 pasangan yang melakukan perkawinan dibawah tangan. 

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mendorong 

terjadinya perkawinan dibawah tangan meliputi faktor budaya dan norma sosial, 

hamil diluar nikah, tidak memiliki akta cerai dari pernikahan sebelumnya dan 

perkawinan kedua tanpa izin dari istri pertama. Untuk tingkat kesadaran hukum 

masyarakat di Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah terhadap pernikahan 

dibawah tangan pada indikator pengetahuan hukum, sikap hukum dan sosial 

budaya sudah cukup baik namun pada indikator perilaku hukum dan  penegakan 

hukum kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh 

Tengah masih rendah, rendahnya kesadaran hukum ini dipengaruhi oleh adanya 

pasangan yang tidak menerapkan aturan pencatatan perkawinan sebagaimana 

mestinya. 
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setulustulusnya kepada Ayahanda tercinta Erdiansyah dan ibunda tercinta 
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proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan 
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untuk diri sendiri. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987 

1. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan 

huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya 

dengan huruf Latin. 

Huruf 

Arab 
Nama 

Huruf 

Latin 
Nama 

Huruf 

Arab 
Nama 

Huruf 

Latin 
Nama 

 Alῑf ا

tidak di-

lambang 

-kan 

tidak 

dilambang 

- kan 
 țā’ t ط

te 

(dengan 

titik di 

bawah) 

 ẓa ẓ ظ Bā’ b Be ب

zet 

(dengan     

titik di 

bawah) 

 ‘ ain‘ ع Tā’ t Te ت

koma 

terbalik (di 

atas) 

 Śa’ ś ث
es (dengan 

titik di atas) 
 Gain g ge غ

 Fā’ f ef ف Jῑm j Je ج

 Hā’ ḥ ح
ha (dengan  ti-

tik di bawah) 
 Qāf q ki ق

 Kāf k ka ك Khā’ kh ka dan ha خ

 Lām l el ل Dāl d De د

 Żal ż ذ
zet (dengan 

titik di atas) 
 Mῑm m em   م

 Nūn n en   ن Rā’ r Er ر

 Wau w we و Zai z Zet ز

 Hā’ h ha    ه Sῑn s Es س
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 Hamzah ‘ apostrof ء Syῑn sy es dan ye ش

 Șād ș ص
es (dengan  ti-

tik di bawah) 
 Yā’ y ye   ي

 Ḍad ḍ ض
de (dengan ti-

tik di bawah) 

    

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1) Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A a ـــَ

 Kasrah I i ـــِ

 dḥammah U u ـــُ

 

2) Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Contoh: 

كَتَبَ     - kataba 

فَ عَلَ    - fa‘ala 

ذكُِرَ    - żukira 

يذَْهَبُ    - yażhabu 

 su’ila - سُ ئِلَ 

Tanda Nama huruf Gabungan huruf Nama 

 fatḥah dan yā’ Ai a dan i ..َ.يْ 

 fatḥah dan wāu Au a dan u ..َ.وْ 
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كَيْفَ     - kaifa 

هَوْلَ    - haula 

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 

  fatḥah dan alīf ..َ.ا ..َ.ى

atau yā’ 
Ā a dan garis di atas 

 kasrah dan yā’ Ī i dan garis di atas ..ِ.يْ 

  dḥammah dan ..ُ.وْ 

wāu 
Ū u dan garis di atas 

Contoh: 

 qāla -   قاَلَ 

 ramā -   رَمَى

 qīla -   قِيْلَ 

 yaqūlu -   يَ قُوْلُ 

4. Tā’ marbūtḥah 

Transliterasi untuk tā’ marbūtḥah ada dua: 

1. Tā’ marbūtḥah hidup 

Tā’ marbūtḥah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan 

dammah, trasnliterasinya adalah ‘t’. 

2. Tā’ marbūtḥah mati 

Tā’ marbūtḥah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah ‘h’. 

3. Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūtḥah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah 

maka tā’ marbūtḥah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
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Contoh: 

 raudah al-atfāl - رَوْضَةُ اْلَأطْفَالِ 

 - raudatul atfāl 

َدِيْ نَةُ الْمُنَ وَّرةَُ 
 al-Madīnah al-Munawwarah - الم

 - al-Madīnatul-Munawwarah 
 talhah - طلَْحَةُ 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydīd, dalam transliterasi ini tanda 

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan 

huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

 rabbanā -  ربَ َّنَا
 nazzala -  نَ زَّلَ 
 al-birr -  البِر 
 al-hajj -  الَحج  
 nu‘‘ima -  نعُِ مَ 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu al, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata 

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf 

qamariyyah. 

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah, ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 

huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.  

2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai aturan 

yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik dikuti huruf 
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syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari 

kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang. 

 

Contoh: 

 ar-rajulu -  الرَجُلُ 
 as-sayyidatu - السَيِ دَةُ 
 asy-syamsu -  الشَمْسُ 
 al-qalamu -  القَلَمُ 
 al-badī‘u -  البَدِيْعُ 
 al-jalālu -  الًجلَالُ 

7. Hamzah 

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. 

Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. 

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan 

Arab berupa alīf. 

Contoh: 

 ta’khużūna -  تََْخُذُوْنَ 
 ’an-nau -  الن َّوْءُ 
 syai’un -  شَيْء  
 inna -  إِنَّ 
 umirtu -  أمُِرْتُ 
 akala -  أَكَلَ 

8. Penulisan kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan 
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maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain 

yang mengikutinya. 

Contoh: 

 Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn - وَإِنَّ الَلََ لََوَُ خَيُْْ الرَّازقِِيَْ  
  - Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

 Wa auf al-kaila wa-almīzān - وَأوَْفُ وْا الْكَيْلَ وَالْمِي ْزَانَ  
  - Wa auful-kaila wal-mīzān 

 Ibrāhīm al-Khalīl -  إبَْ رَاهِيْمُ الْْلَِيْل 
  - Ibrāhīmul-Khalīl 

 Bismillāhi majrahā wa mursāhā - بِسْمِ اِلله مََْراَهَا وَمُرْسَاهَا
  Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti -  وَللَِ عَلَى النَّاسِ حِجر الْبَ يْتِ  
 .man istatā‘a ilaihi sabīla   مَنِ اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ سَبِيْلاً  
  - Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti  

    manistatā‘a ilaihi sabīlā 

9. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu 

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf 

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  

Contoh: 

 Wa mā Muhammadun illā rasūl - وًمًا مَُُمَّد  إلاَّ رَسُوْل   
  Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallażī - إِنَّ أوََّلَ بَ يْتٍ وًضِعَ للِنَّاسِ لَلَّذِي 

 bibakkata mubārakan - ببَِكَّةَ مُبَاركََةً   
 Syahru Ramadānal-lażī unzila fīhil Qur’ānu - شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أنُْزلَِ فِيْهِ الْقُرْأَن  

 Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn -  بِِلْأفُُقِ الْمُبِيِْ وَلَقَدْ رَآَهُ  

    Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni 
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 Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn - الحمَْدُ للَِ رَبِ  الْعَالَمِيَْ  

    Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital 

tidak dipergunakan. 

Contoh: 

 Nasrun minallāhi wa fathun qarīb - نَصْر  مِنَ اِلله وَفَ تْح  قَريِْب   

عًا  ي ْ  Lillāhi al-amru jamī‘an - للَِ الْأَمْرُ جََِ
    Lillāhil-amru jamī‘an 

 Wallāha bikulli syai’in ‘alīm - وَاللهُ بِكُلِ  شَيْءٍ عَلِيْم   

10. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. 

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman 

tajwid. 

Catatan: 

Modifikasi 

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 

transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya 

ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān. 

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti 

Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya. 

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.  
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BAB SATU  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang memiliki akal yang 

sempurna dan kedudukan yang mulia dibanding makhluk ciptaan Allah lainnya. 

Dalam kehidupan, manusia saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. 

Dari hubungan tersebut timbullah rasa saling membutuhkan, menghormati dan 

menyayangi antara satu dan yang lain.1 Dalam proses perkembangan meneruskan 

jenisnya, manusia membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan 

keturunan. Dalam  proses tersebut, agar terciptanya keharmonisan dalam rumah 

tangga dan masyarakat maka perlu adanya aturan yang harus diperhatikan salah 

satunya adalah perkawinan.2 

Pengertian perkawinan menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 

1 menyatakan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki 

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah 

tangga (keluarga), yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha 

Esa”. 

Dalam UU No 1 tahun 1974 perkawinan harus dicatatkan, seperti yang di 

atur dalam pasal 2 ayat (2) yaitu : “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 

perundangan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang 

berlaku”. Ini adalah aturan yang mengatur pencatatan perkawinan. Walaupun di 

dalam UU Perkawinan hanya di atur dalam satu aturan, namun sebenarnya 

masalah pencatatan ini sangat dominan. Ini akan tampak jelas menyangkut tata 

cara perkawinan itu sendiri yang kesemuanya berhubungan dengan pencatatan. 

 
1 Thalib Al Hamdani, Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta:Risalah  Amani, 

2002), hlm. 121 
2 Al Thahir Al Haddad, Wanita dalam Syariah dan Masyarakat, (Jakarta: Pustaka  Firdaus, 

1993), hlm. 12 
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Kemudian  pencatatan perkawinan disinggung di dalam Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) pasal 5 ayat (1) bahwa: “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi 

masyarakat Islam setiap perkawinan harus di catat”.3 

Perkawinan yang tidak di catatkan disebut dengan perkawinan di bawah 

tangan. Perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang dilaksanakan 

dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundangan yang 

berlaku. Menurut hukum Islam, perkawinan di bawah tangan adalah sah, asalkan 

terpenuhi syarat rukun perkawinan.4 Dalam Fatwa MUI, perkawinan di bawah 

tangan adalah perkawinan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang di 

tetapkan dalam fikih (Hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi 

berwenang sebagaimana diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku.5 

Dalam masyarakat masih banyak pelaku perkawinan di bawah tangan, 

tidak hanya yang terjadi di pelosok daerah saja, tapi ironisnya daerah perkotaan 

pun masih banyak yang melakukannya, seperti yang terjadi di Kampung 

Pegasing Kecamatan Pegasing Aceh Tengah. Masyarakat umumnya bekerja di 

sektor formal antara lain pegawai negeri sipil, pegawai bumn, serta pegawai 

pemerintahan. Masyarakat yang bekerja di sektor formal harusnya mengetahui 

bagaimana hukum dan administrasi dalam pernikahan. 

Pada masyarakat Kute Lintang juga masih banyak perkawinan yang 

terjadi di bawah tangan, padahal masyarakat setempat juga telah memiliki 

pendidikan. Akan tetapi masih banyaknya juga masyarakat Kampung Kute 

Lintang yang masih kurang pemahaman tentang hukum dalam pernikahan, 

sehingga masih terdapat pernikahan yang dilakukan dengan cara diam-diam. 

Disini kesadaran hukum dalam mayarakat sangatlah penting, karena 

 
3  Abdul Gani Abdullah, Pengantar kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum 

Indonesia, (Jakarta:Gema Insani Press, 1994), hlm. 10 
4  Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia, 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2015), hlm. 21 
5 Tim penyusun Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI sejak 1975, (Jakarta: 

Penerbit Erlangga, 2011), hlm. 54 
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tanpa adanya kesadaran hukum, masyarakat tidak akan mematuhi peraturan 

yang berlaku. Kesadaran merupakan sikap atau perilaku mengetahui atau 

mengerti taat dan patuh pada peraturan dan ketentuan perundangan yang ada.6 

Tidak ada hukum yang mengikat masyarakat kecuali atas dasar kesadaran 

hukumnya.7 

Tabel 1  Jumlah Kasus Perkawinan di Bawah Tangan di Kecamatan Pegasing  

Tahun 2020-2024 

Kecamatan Pegasing 
Tahun 

2020 2021 2022 2023 2024 

Kampung Pegasing 1  - 1 - - 

Kampung Kute Lintang 1 - - 1 1 

Penelusuran awal yang penulis lakukan  menunjukkan bahwa ada 2 

pasangan yang melakukan perkawinan di bawah tangan di Kampung Pegasing. 

Salah satunya pasangan AD (25) dan H (24) merupakan sebuah pasangan yang 

menikah di bawah tangan. Mereka melakukan perkawinan di bawah tangan 

dengan alasan sudah dalam keadaan mendesak, pasangan ini melakukan 

pernikahan pada tahun 2020. Sama halnya dengan Kampung Kute Lintang, 

peneliti mendapatkan 3 pasangan yang melakukan nikah siiri, salah satunya WA 

(30) dan E (29) yang melakukan perkawinan di bawah tangan dengan alasan 

suami ingin berpoligami, namun istri pertamanya tidak menyetujuinya, alhasil 

suami ingin menikah dengan calon istri keduanya secara bawah tangan. Dalam 

hal ini peneliti mendapati 5 pasangan yang melakukan pernikahan sirri dan 

kemudian menjadi objek penelitian. 

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, 

atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan 

berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu 

 
6 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 1983), hlm. 23 
7 Aw. Widjaja, Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila, (Palembang: Era 

Swasta, 1984), hlm. 16 
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menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar 

terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum 

memberitahukan kepada ki ta mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum 

yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum.  

Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan penataan hukum, pembentukan 

hukum, dan efektifitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai 

yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran hukum 

adalah suatu tindakan atau perilaku untuk mematuhi hukum yang benar-benar dari 

hati nurani seseorang tanpa adanya paksaan ataupun ancaman atau sanksi, kalau 

kepatuhan hukum seseorang melakukan sesuatu, dia patuh karena ada sanksi bila 

tidak melakukannya atau bila tidak menjalankan.8 

Kesadaran hukum yang tinggi terbentuk ketika masyarakat memiliki 

pengetahuan hukum yang baik, bersikap positif terhadap hukum, dan 

menerapkan perilaku hukum yang sesuai dalam kehidupan sehari-hari. Peran 

penegakan hukum yang efektif serta faktor sosial budaya juga turut 

mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat. Dimana hal tersebut 

berkorelasi dengan indikator kesadaran hukum yang meliputi, pengetahuan 

hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Oleh karena itu, apabila seseorang 

hanya mengetahui hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran 

hukumnya masih rendah. Namun, bilamana mereka telah berperilaku sesuai 

dengan hukum, maka kesadaran hukumnya tinggi. 

Masyarakat seharusnya memiliki kesadaran hukum yang kuat terhadap 

pencatatan perkawinan, karena perkawinan yang dicatatkan mempunyai 

kekuatan hukum. Sedangkan perkawinan yang dilakukan dengan tidak 

dicatatkan atau di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum, problema 

 
8 Listyorini dkk, Penerapan Pendidikan Hukum Pada Siswa SMA Dalam Mewujudkan 

Kesadaran Hukum Dan Penegakan Hukum Di SMA Muhammadiyah 2 Semarang. Jurnal 

Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 10. No. 1 Tahun 2022, hlm. 87 
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akan muncul berkaitan dengan masalah administratif.9 

Berdasarkan alasan tersebut maka penulis ingin mengangkat masalah 

tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “Praktik Perkawinan di Bawah Tangan 

(Studi tentang Kesadaran Hukum Masyarakat di Kecamatan Pegasing Kabupaten 

Aceh Tengah)” 

 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, agar lebih jelas pokok 

permasalahannya, maka penulis merumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana praktik perkawinan di bawah tangan yang terjadi pada 

Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah? 

2. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Pegasing 

terhadap pencatatan perkawinan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini ada sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui praktik-praktik perkawinan di bawah tangan pada 

masyarakat Kecamatan Pegasing. 

2. Untuk mendeskripsikan tingkat kesadaran hukum terhadap praktik 

perkawinan di bawah tangan yang terjadi pada Kecamatan pegasing 

Kabupaten Aceh Tengah. 

 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis beberapa 

penelitian yang sudah di tulis orang lain. Hal ini diperlukan untuk mempelajari 

dan menganalisis persamaan dan perbedaannya agar tidak terjadi pengulangan 

 
9  Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum 

Indonesia.(Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 30 
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dalam sebuah penelitian atau tidak terjadi plagiasi. Berikut ini akan dijelaskan 

beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang sedang penulis bahas. 

a. Skripsi oleh Qowwam Izzul Ichsany pada tahun 2018 dengan judul 

“Akibat Hukum perkawinan di bawah tangan oleh masyarakat muslim  

desa daleman kidul kecamatan pakis kabupaten magelang” Skripsi ini 

membahas bahwa Perkawinan di bawah tangan merupakan bentuk  

perkawinan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan, 

namun hal ini banyak terjadi dalam masyarakat, termasuk di Desa 

Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang. Akibat yang 

dialami oleh masyarakat muslim Desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis 

Kabupaten Magelang yang melaksanakan perkawinan di bawah tangan, 

kesulitan untuk memperoleh akta kelahiran bagi anak- anaknya, tidak 

terjaminnya hak nafkah isteri dan anak, isteri dan anak tidak bisa 

mendapatkan tunjangan dari isteri dan anak PNS dan anggota POLRI. 

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah tangan 

adalah faktor hukumnya sendiri, faktor pendapat hukum agama, faktor 

pendidikan, faktor ekonomi dan faktor pengetahuan hukum.10 

b. Skripsi oleh Anisahuri pada tahun 2017 dengan judul “Kemudharatan 

Nikah Yang Tidak Dicatat (Analisis Fatwa              Majelis Ulama Indonesia Nomor 

10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan)” menjelaskan bahwa 

Pernikahan dalam Islam dipandang sah ketika telah memenuhi rukun dan 

syarat nikah. Seperti, kedua calon mempelai, wali, dua orang saksi, ijab dan 

kabul. Ketiadaan pencatatan nikah akan menimbulkan kemudharatan 

tersendiri bagi pasangan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah 

menetapkan fatwa tentang nikah yang tidak dicatat (nikah di bawah 

tangan). menurut Majelis Ulama Indonesia, nikah yang tidak dicatat 

diharamkan karena terdapat beberapa unsur negatif (mudharat) di 

 
10 Qowwam Izzul Ichsany, Akibat Hukum Perkawinan Di bawah Tangan Oleh Masyarakat 

Muslim  Desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang, 2018. 
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dalamnya. Namun demikian, MUI memandang pernikahan tersebut tetap 

sah. Adapun dalil yang digunakan oleh MUI terdiri dari dalil Alquran dan 

hadis yang berkaitan dengan keharusan bagi masyarakat untuk mentaati 

pemerintah (ulil amri). Salah satunya yaitu memenuhi ketentuan Pasal  2 

ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 

5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang pencatatan nikah.11 

c. Skripsi oleh Miftahul Rohmah pada tahun 2018 dengan judul “Perkawinan 

di bawah tangan dan solusi hukumnya di Indonesia dan Malaysia” skripsi 

ini menjelaskan bahwa konsekuensi pernikahan  di bawah tangan pada 

masyarakat Indonesia dan Malaysia yang tidak dicatat oleh petugas 

pencatatan perkawinan dan tidak memiliki akta nikah. Solusinya adalah 

untuk mengajukan permohonan isbath nikah ke pengadilan. Pengadilan 

Agama untuk Indonesia, Mahkamah Syariah untuk Malaysia.12 

d. Skripsi oleh Achmad Jarchosi pada tahun 2018 dengan judul “Hukum 

perkawinan di bawah tangan di Indonesia (Analisis Maqashid Asy- syatibi 

terhadap fatwa MUI tentang Nikah di bawah tangan)” Skripsi ini 

menjelaskan bahwa ada dua penyebab utama masyarakat melakukan 

perkawinan di bawah tangan. Pertama, perkawinan di bawah tangan 

dilakukan untuk lari dari tuntutan hukum yang muncul  dari akibat suatu 

perkawinan. Kedua, pendapat (fatwa) ulama yang tidak secara tegas 

melarang perkawinan di bawah tangan, hanya dikarenakan tidak 

ditemukannya dalil yang secara eksplisit melarang hal tersebut.13 

e. Skripsi oleh Muhammad Alfan Hafizh pada tahun 2017 dengan judul 

“Praktik perkawinan di bawah tangan pada masyarakat perkotaan (studi 

 
11 Anisahuri, Kemudharatan Nikah Yang Tidak Dicatat (Analisis Fatwa              Majelis Ulama 

Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan, 2017. 
12 Miftahul Rohmah, Perkawinan Di bawah Tangan Dan Solusi Hukumnya Di Indonesia 

Dan Malaysia, 2018. 
13  Achmad Jarchosi, Hukum Perkawinan Di bawah Tangan Di Indonesia (Analisis 

Maqashid Asy- Syatibi Terhadap Fatwa MUI Tentang Nikah Di bawah Tangan), 2018 
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tentang kesadaran Hukum masyarakat di kelurahan Bojong Pondok 

terong Kecamatan Cipayung Kota Depok). Skripsi ini menjelaskan bahwa 

faktor yang mempengaruhi tingginya praktik perkawinan di bawah tangan 

di Kelurahan Bojong Pondok Terong, yang terbanyak adalah akibat tidak 

mempunyai akte cerai resmi dari perkawinan sebelumnya, Adapun 

persepsi Masyarakat tentang pencatatan perkawinan hampir seluruh 

responden menyatakan setuju dengan adanya pencatatan perkawinan. 

Sedangkan untuk tingkat kesadaran hukum masyarakat tentang pencatatan 

perkawinan, pada indikator pengetahuan hukum, pemahaman hukum, dan 

sikap hukum sudah cukup baik, namun pada indikator prilaku hukum 

hampir setengah responden yang menunjukkan adanya prilaku yang 

mencerminkan kurang baik terhadap pencatatan perkawinan.14 

Ada beberapa persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

antara lain: topik penelitian, penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian 

sebelumnya yang membahas praktik perkawinan di bawah tangan. Seperti yang 

telah dikaji dalam penelitian Qowwam Izzul Ichsany, perkawinan di bawah 

tangan merupakan praktik yang banyak terjadi di masyarakat meskipun 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini 

juga berfokus pada dampak hukum dan sosial yang timbul akibat perkawinan 

yang tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA).15 

Pendekatan penelitian, penelitian ini memakai pendekatan kualitatif 

sama seperti penelitian sebelumnya oleh Muhammad Alfan Hafizh, penelitian 

ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis 

untuk menggali faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat memilih untuk 

 
14  Muhammad Alfan Hafizh, Praktik perkawinan di bawah tangan pada masyarakat 

perkotaan (studi tentang kesadaran Hukum masyarakat di kelurahan Bojong Pondok terong 

Kecamatan Cipayung Kota Depok), 2017. 
15 Qowwam Izzul Ichsany, Akibat Hukum Perkawinan di Bawah Tangan oleh Masyarakat 

Muslim Desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang (Skripsi, Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga, 2018), hlm. 25. 
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menikah di bawah tangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 

wawancara mendalam dengan pasangan yang menikah secara tidak resmi, tokoh 

agama, serta aparat Kampung.16 

Faktor penyebab, penelitian ini juga menemukan bahwa faktor utama 

yang mendorong masyarakat untuk melakukan perkawinan di bawah tangan 

adalah kehamilan di luar nikah, belum mendapatkan akta cerai, serta praktik 

pernikahan kedua yang dilakukan secara diam-diam. Faktor-faktor ini juga 

diidentifikasi dalam penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Rohmah mengenai 

perkawinan di bawah tangan di Indonesia dan Malaysia.17 

Konsekuensi hukum, konsekuensi hukum dari perkawinan di bawah 

tangan yang ditemukan dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian Anisahuri 

yang menjelaskan bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan dapat berdampak 

pada hak-hak istri dan anak, termasuk kesulitan dalam memperoleh akta 

kelahiran serta hak waris.18 

Ada beberapa perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

antara lain: lokasi penelitian, perbedaan mendasar antara penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian. Penelitian ini berfokus 

pada masyarakat di Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, sedangkan 

penelitian terdahulu dilakukan di lokasi yang berbeda, seperti penelitian 

Muhammad Alfan Hafizh yang meneliti praktik perkawinan di bawah tangan di 

Kota Depok.19 

Fokus kesadaran hukum, jika penelitian terdahulu lebih banyak 

 
16 Muhammad Alfan Hafizh, Praktik Perkawinan di Bawah Tangan pada Masyarakat 

Perkotaan: Studi Kesadaran Hukum Masyarakat di Kelurahan Bojong Pondok Terong, 

Kecamatan Cipayung, Kota Depok (Skripsi, Universitas Indonesia, 2017), hlm. 30. 
17 Miftahul Rohmah, Perkawinan di Bawah Tangan dan Solusi Hukumnya di Indonesia 

dan Malaysia (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018), hlm. 45 
18 Anisahuri, “Kemudharatan Nikah yang Tidak Dicatat (Analisis Fatwa Majelis Ulama 

Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan),” Jurnal Hukum Islam, Vol. 

12, No. 2 (2017), hlm. 58. 
19 Muhammad Alfan Hafizh, Praktik Perkawinan di Bawah Tangan pada Masyarakat 

Perkotaan, hlm. 18. 
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membahas dampak hukum dari perkawinan di bawah tangan, penelitian ini lebih 

menitikberatkan pada tingkat kesadaran hukum masyarakat. Kajian ini berusaha 

memahami sejauh mana masyarakat menyadari pentingnya pencatatan 

perkawinan dan bagaimana sikap mereka terhadap regulasi hukum yang ada. 

Rekomendasi penanganan, Dalam penelitian ini terdapat rekomendasi 

spesifik terkait peningkatan kesadaran hukum, seperti sosialisasi hukum oleh 

pemerintah daerah dan tokoh agama, yang belum banyak dibahas dalam 

penelitian terdahulu. 

Berdasarkan literaturs diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian 

skripsi ini berbeda dengan riset-riset sebelumnya. Yang menjadi perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tujuan penelitian ini 

dilakukan yaitu untuk mencari tau kedasaran masyarakat terhadap hukum 

penikahan di bawah tangan. Meskipun ada perbedaan dari penelitian skripsi ini 

dengan penelitian sebelumnya riset-riset tersebut akan menjadi acuan atau 

petunjuk di dalam penulisan skripsi ini. 

E. Penjelasan Istilah 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah ataupun definisi yang perlu 

penjelasan secara rinci, yaitu: 

1. Perkawinan: yaitu bersatunya antara seorang pria dengan seorang  wanita 

dengan ikatan halal sebagai suami istri, dengan tujuan agar terbentuknya 

keluarga yang harmonis kekal dunia akhirat, atau dapat dikatakan juga 

dengan menghimpun dua orang antara pria dengan wanita menjadi satu 

sebagai pasangan yang saling melengkapi dalam kekurangan mereka 

masing-masing.20 

2. Perkawinan di bawah tangan: Pernikahan di bawah tangan, juga dikenal 

sebagai pernikahan siri, adalah istilah yang digunakan untuk 

menggambarkan pernikahan yang tidak terdaftar atau diakui oleh 

 
20 Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2020) 
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pemerintah atau badan hukum yang berwenang. Pernikahan ini biasanya 

hanya diakui oleh pihak yang terlibat dalam pernikahan. 

3. Kesadaran hukum adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa 

suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. Hal ini berarti seseorang 

menyadari bahwa ada aturan hukum yang mengatur tindakan dan 

perilakunya, serta konsekuensi dari tindakan yang melanggar aturan 

tersebut. 21 

F. Metode Penelitian 

Agar menjadi sebuah karya ilmiah, maka tidak lepas dari penggunaan 

metode, karena metode merupakan pedoman agar penelitian terlaksana secara 

sempurna. Adapun metode yang penulis gunakan pada penelitian adalah: 

1. Pendekatan Penelitian 

Dalam hal ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah 

pendekatan sosiologis empiris, Pendekatan sosiologis empiris adalah suatu 

pendekatan dalam ilmu sosiologi yang menekankan pentingnya 

pengamatan langsung, pengumpulan data empiris, dan analisis 

berdasarkan fakta-fakta konkret dalam memahami fenomena sosial. 

Pendekatan ini mengacu pada prinsip bahwa pengetahuan sosial yang sah 

harus didasarkan pada bukti-bukti yang dapat diukur dan diamati secara 

sistematis. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan yaitu Kualitatif. Jenis Penelitian 

kualitatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada pemahaman 

mendalam tentang fenomena sosial dan budaya, melalui analisis data 

berupa teks, gambar, suara, atau bahan-bahan non-angka lainnya. 

Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih 

 
21 Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi 

Keempat. (Jakarta: Gramedia  Pustaka Utama, 2008) 
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mendalam tentang konteks sosial, makna, interpretasi, dan kompleksitas 

fenomena sosial. Tujuan dari penelitian kualitatif ini untuk menyatakan 

sebuah deskrpsi atau gambaran secara faktual dan akurat sesuai data yang 

ada mengenai praktik perkawinan dibawah tangan. Pendekatan pada 

penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang akan diteliti 

langsung terhadap pihak-pihak yang terkait. 

3. Sumber Data 

Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu 

sumber data primer dan sekunder: 

a. Data Primer 

Data Primer Merupakan data yang diperoleh langsung melalui 

wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan adanya maksud 

tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan 

terwawancara yang akan memberikan jawaban atas apa yang 

dipertanyakan. Wawancara ini dilakukan dengan cara memberikan 

pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu sebagai 

pedomannya. Data primer didalam penelitian ini diperoleh dengan cara 

wawancara yang dilakukan kepada pihak yang terkait yaitu Reje, Imem , 

aparatur kampung lainnya dan pasangan yang melakukan perkawinan di 

bawah tangan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. 

Metode yang digunakan adalah dengan membaca dan memahami buku-

buku ilmiah yang berhubungan dengan di bawah tangan. Data ini Juga 

didapati dari buku-buku lain yang berkaitan dengan objek penelitian 

seperti UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, UU No. 16 tahun 2019 tentang 

Perkawinan, kitab-kitab fiqh, artikel, al-qur’an, skrpsi, jurnal atau website 

lainnya. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik 

pengumpulan data yang akan dilakukan menggunakan wawancara dan 

dokumentasi. 

a. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, untuk 

menemukan permasalahan yang ingin diteliti dan juga untuk mengetahui 

hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik ini digunakan 

dengan cara peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan 

dengan permasalahan yang berhubungan dengan objek penelitian, 

kemudian peneliti juga mendengar secara teliti setiap jawaban dan juga 

pendapat serta mencatat apa yang dikemukakan oleh responden tersebut. 

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan  beberapa pihak seperti 

Reje, Imem, aparatur lainnya serta pasangan yang melakukan perkawinan 

di bawah tangan. 

b.  Dokumentasi 

Dokumentasi adalah data pendukung yang memperkuat data yang 

sudah ada yang merupakan sesuatu yang tertulis dan juga tercatat yang  

dapat digunakan sebagai bukti atau keterangan seperti naskah, catatan dan 

lain sebagainya. Penulis mengumpulkan bahan seperti  dokumen tertulis 

yang berhubungan dengan penelitian ini, serta mengambil informasi 

website (Internet). Metode ini tujuannya  untuk menguatkan data-data yang 

sudah ada. 

5. Teknik Analisis Data 

Setelah semua data selesai dikumpulkan dengan lengkap, 

selanjutnya yang penulis lakukan adalah tahap analisa. Ini adalah tahap 

yang sangat penting dan menentukan. Pada tahap ini data penulis 

kumpulkan sampai tuntas menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat 
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dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang di ajukan dalam 

penelitian. Adapun metode analisa data yang penulis gunakan adalah 

metode analisis data deskriptif kualitatif. Analisis data deskriptif kualitatif 

adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh 

untuk mengembangkan dan menemukan teori, kemudian hasil analisa 

tersebut disajikan secara keseluruhan  untuk menyatakan sebuah deskripsi 

atau gambaran secara akurat dan faktual sesuai data yang diperoleh 

menenai praktik perkawinan dibawah tangan. 

6. Pedoman penulisan 

Dalam penulisan karaya tulis ilmiah ini, penulis juga berpedoman 

pada buku panduan penulisan skripsi tahun 2019 yang diterbitkan oleh 

Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 22 

G. Sistematika Pembahasan 

Adapun untuk memudahkan pemahaman dalam penulisan penelitian ini 

perlu memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut: 

Bab I, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, telaah pustaka, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini memberikan gambaran 

umum tentang arah penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.  

Bab II, berisi pembahasan mengenai konsep perkawinan, meliputi 

pengertian, dasar hukum, kedudukan dan akibat hukum perkawinan dibawah 

tangan serta konsep kesadaran hukum 

Bab III, berisi uraian hasil penelitian yang berkaitan dengan analisis data 

dari data sekunder dan data primer untuk menjawab rumusan masalah serta hasil 

penelitian mengenai praktik perkawinan dibawah tangan, indikator kesadaran 

hukum dan upaya aparatur kampung di Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh 

 
22 Tim Penulis, Buku Pedoman Penulisan Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan 

Hukum UIN Ar-Raniry, 2019). 
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Tengah. 

Bab IV, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran penelitian. 

Kesimpulan dan saran yang ditemukan, diharap dapat memberi manfaat untuk 

pihak-pihak yang terkait


